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PUTUSAN
Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 10 Oktober 1999 / umur

19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang,
tempat tinggal di Jalan Senaken Gang Pagar Alam RT. 013
Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Takalar, 28 April 2000 / umur 19 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Kerang Dayu Kecamatan Batu

Engau Kabupaten Paser, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017, yang dicatat oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 0378/54/IX/2017,
tanggal 12 September 2017,

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah sendiri Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah
pernah melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul) dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Paser pada tanggal 24
Juni 2018, dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan
Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya

rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan antara lain:
a. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada orang tua
Penggugat, sehingga Penggugat merasa orang tua Penggugat tidak
menghargai oleh Tergugat;
b. Bahwa Tergugat menjalin hubugan cinta dengan perempuan lain
yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Penggugat ketahui dari
laporan anak angkat dari ibu Penggugat yang pernah melihat secara
langsung antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling jalan
bersama, selain itu Penggugat juga mengetahuinya melalui pesan
singakat di handphone Tergugat yang bernada romantis antara
Tergugat dengan perempuan tersebut;
c. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik bagi
Penggugat beserta anaknya, karena Tergugat enggan melaksanakan
ibadah  sholat lima waktu meskipun Penggugat sudah
mengingatkannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih
kurang pada tanggal 12 Juni 2019 disebabkan Tergugat bermalam di
sebuah hotel tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah
orang tua Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 3 hari
lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak
berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup
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lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat
bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama
Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah
memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi,
namun berdasarkan laporan dari Mediator (H. Subhan, S. Ag., S.H) tanggal 03
Juli 2019, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak
berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan poin 1, 2, dan 3 benar;

- Bahwa benar rumah tangga sering cekcok sejak 2018;

- Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada orang tua
Penggugat karena orang tua Penggugat terlalu ikut campur urusan
Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa tidak benar Tergugat punya wanita lain, itu hanya teman di
tempat karaoke, tempat nongkrong Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering nongkrong di karaoke karena cekcok terus
dengan Penggugat, sekedar nongkrong saja, tidak mabuk-mabukan;

- Bahwa benar Penggugat jarang melaksanakan shalat;

- Bahwa benar Tergugat pernah nginap di hotel, karena diusir oleh
Penggugat;

- Bahwa Tergugat masih ingin rukun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar wanita itu cuma teman Tergugat, Penggugat punya
rekaman video Tergugat sedang memangku wanita itu di tempat kos;
- Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat, sebenarnya bukan
mengusir tapi menyuruh segera pergi dari rumah karena Tergugat memukul
Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat bukan memukul Penggugat, cuma menangkis saja, dan
Tergugat memegang mulut Penggugat supaya tidak teriak-teriak, karena
kalau marah Penggugat sering teriak-teriak seperti setan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai asal jangan dihalangi bertemu

dengan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A.Bukti Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0378/54/1X/2017, tanggal 09
September 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;
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B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, lahir di Tanah Grogot, tanggal 11 Maret 2001 / umur 18 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di
Jalan Senaken, Gang Pagar Alam, RT. 11, Desa Senaken, Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan
orang tua Penggugat di Senaken;

- Bahwa benar sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering
cekcok dan bertengkar, saksi melihat sendiri;

- Bahwa selain cekcok mulut Penggugat dan Tergugat juga sampai
berkelahi saling pukul;

- Bahwa masalahnya karena Penggugat merasa kesal Tergugat
tidak pulang-pulang, begitu Tergugat datang Penggugat marah dan
mau pukul Tergugat pakai balok kayu, Tergugat juga marah, lalu
terjadi kelahi, Penggugat dicakar oleh Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 bulan,
Tergugat diusir, sekarang saksi tidak tahu Tergugat tinggal di mana;

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun
lagi;

2. SAKSI Il, lahir di Kediri, tanggal 13 Februari 1974 / umur 45 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Jalan Senaken, Gang Pagar Alam, RT. 13, Desa
Seneken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan
saksi;
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- Bahwa benar sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering
cekcok dan bertengkar, saksi melihat sendiri karena Penggugat dan
Tergugat tinggal dengan saksi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bersikap kasar,
ngomong kasar, kepada saksi pun sering kasar, tidak hormat;

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa selain itu karena ada perempuan lain, pekerja karaoke
yang berhubungan dengan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2 bulan,
Tergugat pergi setelah memukul Penggugat;

- Bahwa saksi sudah musyawarah dengan orang tua Tergugat, tapi
Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Tergugat
menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak
tahun 201 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
sering berkata-kata kasar, Tergugat menjalin hubugan cinta dengan perempuan
lain dan Tergugat enggan melaksanakan ibadah sholat lima waktu, dan
puncaknya sejak 12 Juni 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
memberikan jawabandan duplik yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan
Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak keberatan untuk
bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan
Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya ikatan
perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan
dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai Akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik,
khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-
nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut
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memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan
Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09
September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI | dan SAKSI Il yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat,
keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun
menghadirkan keluarga meskipun majelis telah memberi kesempatan kepada
Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg.
sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena
keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309
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R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban
Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi
Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah
dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 telah
tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering bersama
perempuan lain di karaoke, Tergugat jarang melaksanakan shalat, dan
Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan
lalu;

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa dengan keadaan ini dapat disimpulkan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam
meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis berkeyakinan
kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk
disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak
harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi,
oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan
rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah
satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),
maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut

dihilangkan. sebagaimana kaidah ushul figih . all Jlju ;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr.
Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun halaman 100
sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan
bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan
mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling
membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan
ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara
dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan
pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang
dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi

Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp
776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 21 Zulgaidah 1440 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.l. dan Erik Aswandi, S.H.I,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag

Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,
ttd ttd
Moh. Bahrul Ulum, S.H.I Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd
Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
Panggilan
4. Biaya Panggilan : Rp. 660.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai . Rp. 6.000,00
JUMLAH :  Rp. 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i
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